
LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN 

NOMOR : 3 Tahun 2018 

TANGGAL : 15 Agustus 2018 

 

 
 

D O K U M E N 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)     

TA. 2018-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN 

  

KECAMATAN IV JURAI 

KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT 

 
 

 

 

TAHUN 2018 

 

 
 



    

 



 

DAFTAR ISI 

 

COVER 

PERATURAN NAGARI 

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i 

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iii 

BAB I  PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 

1.2 Landasan Hukum .......................................................................... 2 

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 6 

1.4 Manfaat ......................................................................................... 10 

BAB II PROFIL NAGARI ................................................................................... 12 

2.1 Sejarah Nagari .............................................................................. 12 

2.2 Peta dan Kondisi Nagari................................................................ 13 

2.3 Kelembagaan Nagari...................................................................... 22 

2.4 Dinamika Konflik.......................................................................... 23 

2.5 Masalah dan Potensi....................................................................... 23 

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI............................................. 28 

3.1 Pengkajian Nagari.......................................................................... 28 

3.2 Musyawarah Nagari RPJM Nagari................................................ 35 

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI.... 36 

4.1 Visi Nagari.................................................................................... 36 

4.2 Misi Nagari................................................................................... 37 

4.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari.................... 38 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 41 

LAMPIRAN : 

1. Peta Sosial 

2. Tabel (Matrik) Program/Kegiatan 6 (enam) tahun 

3. Berita Acara dan Daftar Hadir 

4. SK Tim Penyusun RPJM Nagari 

5. Foto Kegiatan Musyawarah 

 



 

 

 

 

  

PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN 

NOMOR : 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI 

TAHUN 2018-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN, 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah Nagari dan 

agar kegiatan pembangunan Nagari berjalan efektif, efisien dan 

terarah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan sebagai penjabaran 

visi, misi dan program Wali Nagari perlu disusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari 

Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari Painan Kecamatan IV Jurai 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2024 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

 

2. Undang-undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 157); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 



2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5694);  

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa; 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan 

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;  

 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan 

Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;  

 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;  

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Nagari; 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Pesisir Selatan 2011 – 2017; 

 

14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari; 

 

15. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari; 

 

16. Surat Edaran Bupati tanggal 30 Juli 2018. 

 

17. Keputusan Wali Nagari Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

PembentukanTim Penyusun RPJM Nagari Painan. 

 

 

 

 

 

 

 



DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN 

DAN  

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : a. Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nagari (RPJM Nagari) Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV 

Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2024 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Nagari ini yang di maksud dengan : 

1. Nagari adalah Nagari Painan Timur Painan. 

2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Nagari adalah Nagari Painan Timur Painan. 

4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah 

Pemerintah Pusat. 

5. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan. 

6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 

7. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. 

8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 

9. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari 

setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari. 

10. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban Nagari. 

11. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya 

yang sah. 

12. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari. 



13. Kawasan PerNagarian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perNagarian, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

14. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampinganyang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat Nagari. 

15. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan 

oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang 

Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para 

pemangku kepentingan Nagari dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi 

permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di 

Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah 

forum musyawarah stakeholders tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas 

kegiatan dari Nagari serta menyepakati kegiatan lintas Nagari di wilayah kecamatan tersebut, 

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat (RPJM Nagari) 

adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang 

memuat visi dan misi Wali Nagari, rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, 

pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat 

dan arah kebijakan pembangunan Nagari. 

19. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan 

penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana 

penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. 

20. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik 

mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta 

dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, 

pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, 

pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, 

pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh 



Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan 

Nagari. 

22. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

23. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

24. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data 

dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan 

sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari. 

25. Visi adalah gambaran tentang Kondisi Ideal Nagari yang diinginkan. 

26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud 

secara efektif dan efisien. 

BAB II 

SISTEMATIKA 

Pasal 2 

 

RPJM Nagari Painan Timur Painan Tahun 2018 – 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Manfaat 

BAB II PROFIL NAGARI 

2.1 Sejarah Nagari 

2.2 Peta dan Kondisi Nagari 

2.3 Kelembagaan Nagari 

2.4 Dinamika Konflik 

2.5 Masalah dan Potensi 

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI 

3.1 Pengkajian Nagari 

3.2 Musyawarah Nagari RPJM Nagari 

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI 

4.1 Visi Nagari 

4.2 Misi Nagari 

4.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari 



BAB V PENUTUP 

LAMPIRAN : 

1. Peta Sosial 

2. Tabel (Matrik) Program/Kegiatan 6 (enam) tahun 

3. Berita Acara dan Daftar Hadir 

4. SK Tim Penyusun RPJM Nagari 

5. Foto Kegiatan Musyawarah 

 

Pasal 3 

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi 

pemerintah Nagari untuk penyusunan RPJM Nagari dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Nagari ini. 

 

Pasal 4 

RPJM Nagari Tahun 2018 – 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Nagari 

dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun. 

 

Pasal 5 

Berdasarkan Peraturan Nagari ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang ditetapkan 

dengan Peraturan Nagari dan merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun. 

 

Pasal 6 

RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi 

pemerintah Nagari dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta dalam 

pelaksanaan pembangunan Nagari.  

 

Pasal 7 

Rencana kegiatan pada RPJM Nagari dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam 

atau keadaan darurat lainnya, dengan menyusun perubahan RPJM Nagari yang dituangkan 

dalam Peraturan Nagari. 

 

Pasal 8 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenal teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari . 

(2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

PERATURAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ( BAMUS ) 

NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

NOMOR : 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJM ) NAGARI 

TAHUN 2018 – 2024 

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN 

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk 

pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, 

kesejahteraan serta pelayanan masyarakat nagari melalui 

pembangunan dalam skala nagari; 

 

b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala nagari 

tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas 

penghasilan tetap wali nagari dan perangkat, operasional pemerintah 

nagari, tunjangan operasional Bamus, intensif RT/RW, pembangunan 

nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, penyelenggara pemerintah 

nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari); 

 

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nagari Painan Tahun 2018-2024. 

 

d. Bahwa sebelum peraturan nagari sebagaimana dimaksud huruf c 

ditetapkan oleh Wali Nagari maka perlu dibahas dan disepakati 

RPJM Nagari 2018-2024 antara Wali Nagari dan Bamus sesuai 

dengan berita acara musyawarah nagari penyusunan RPJM Nagari 

2018-2024. 

 

e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Bamus. 

  

 

 

 

 



 



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS 

 

Nomor : 03 /PN-PTP/VIII-2018 

Nomor : 03 /BAMUS-PTP/VIII-2018 

 

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS 

NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN 

 

TENTANG 

 

PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH NAGARI  

(RPJM Nagari) TAHUN 2018-2024 

 

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda 

tangan di bawah ini : 

 

1. HENDRA ARDISON CHANDRA, SE 

 

 

 

 

2. H. SYAFNIR, SP DT. RJ. INTAN 

: 

 

 

 

 

: 

Wali Nagari Painan Timur Painan dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari 

Painan Timur selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA 

 

Ketua Bamus Nagari Painan Timur dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Badan 

Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari 

Painan Timur selanjutnya disebut PIHAK 

KEDUA 

 

Menyatakan bahwa : 

 

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM Nagari 2018-2024 yang telah 

diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada 

catatan yang terlampir Berita Acara ini. 

 

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Nagari 

2018-2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. 

 

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Nagari 2018-2024 

selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir 

Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani 

Berita Acara ini. 



 

 



BERITA ACARA MUSYAWARAH NAGARI 

 

PEMBAHASAN BAMUS TERHADAP RPJM Nagari  2018-2024 

 

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Agustus tahun  dua ribu delapan belas bertempat di Kantor 

Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan Pesisir Selatan dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan 

permusyawaratan Nagari, Wali Nagari dan perangkat Nagari serta tokoh masyarakat, dan masyarakat 

dalam rangka membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari tahun 2018-2024. 

 

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan 

para peserta sebagai berikut : 

A. Menyepakati RPJM Nagari 2018-2024 dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari 

a. Penghasilan tetap dan tunjangan; 

b. Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari 

c. Kegiatan Operasional Bamus Nagari; 

d. Kegiatan Penetapan dan penegasan batas Nagari; 

e. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari; 

f. Kegiatan Pengelolaan Informasi/profil Nagari; 

g. Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Nagari; 

h. Kegiatan Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Nagari; 

i. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Nagari; 

j. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; 

k. Operasional Pelaku Lainnya 

l. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor; 

m. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari; 

n. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari/Bamus; 

o. Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Nagari.  

 

b. Bidang Pembangunan 

a) Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari antara lain : 

1. Pembangunan jalan permukiman; 

2. Pembangunan jalan poros; 

3. Pembangunan jalan nagari antara pemukimam ke wilayah pertanian; 

4. Pembangunan jalan nagari anatara pemukiman ke lokasi wisata; 

5. Pembangunan gorong-gorong. 

b) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor antara lain : 

1. Pembangunan/rehab Gedung Kantor; 

2. Pembangunan pagar kantor; 

3. Pembangunan saran ibadah kantor.  

c) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Fisik Sosial antara lain : 

1. Pembangunan gedung serba guna; 

2. Pembangunan balai pemuda; 

d) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan antara lain : 

1. Pembangunan/pengadaan jambanisasi rumah tangga; 

2. Pembangunan tempat mandi, cuci, kakus (MCK); 

3. Pembangunan/rehab Poskesri. 

e) Kegiatan Pembangunan Saran dan Prasaran Pendidikan antara lain : 



1. Taman bacaan masyarakat/roolbook; 

2. Pembangunan PAUD; 

3. Pengadaan buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 

4. Pembuatan Wahana permainan anak di PAUD; 

5. Pembangunan Taman Belajar TPQ/MDA; 

6. Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat; 

7. Sanggar Seni; 

8. Peralatan Kesenian. 

f) Kegiatan Pembangunan Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan antara lain: 

1. Pengadaan gerobak sampah; 

2. Pos ketentraman lingkungan; 

3. Pengadaan mesin pengolah sampah. 

g) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat antara lain: 

1. Pustaka di kantor Wali Nagari; 

2. Pustaka mini poskamling. 

h) Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain: 

1. Pembuatan terasering; 

2. Kolom untuk mata air; 

3. Pengaman tebung sungai; 

4. Penanganan dan pencegahan limbah lingkungan. 

i) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masyarakat antara lain: 

1. Pembuatan Peraturan Nagari. 

j) Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Produksi Usaha Pertanian antara lain: 

1. Bendungan berskala kecil; 

2. Pembangunan atau perbaikan embung; 

3. Irigasi; 

4. Percetakan lahan pertanian; 

5. Pembuatan kolam ikan; 

6. Pembuatan kandang ternak; 

7. Pengadaan mesin pakan ternak; 

8. Gedung penyimpanan sarana produksi pertanian. 

k) Pengadaan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Pengeloaan Hasil Pertanian untuk Ketahanan Pangan antara lain: 

1. Pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah; 

2. Lumbung Nagari; 

3. Gudang pendingin. 

l) Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Nagari antara lain: 

1. Pembangunan Gapura; 

2. Pembuatan Tanda Batas Nagari. 

m) Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

wisata antara lain: 

1. Pondok wisata; 

2. Panggung hiburan;  

3. Kios cendramata/warung makan kuliner; 

4. Wahana permainan anak; 

5. Wahana permainan outbound; 

6. Taman rekreasi; 

7. Tempat penjualan tiket/pusat informasi/layanan wisata; 



8. Rumah penginapan; 

9. Angkutan wisata. 

n) Kegiatan Pembangunan Jembatan antara lain: 

1. Pembangunan jembatan beton; 

2. Pembangunan jembatan gantung; 

3. Pembangunan jembatan rangka besi. 

o) Kegiatan Pembangunan Drainase antara lain: 

1. Saluran primer; 

2. Drainase perumahan. 

p) Kegiatan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai dan Bukit antara lain: 

1. Pembuatan parit miring; 

2. Pembuatan pengaman tebing bukit. 

q) Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi 

antara lain: 

1. Pembuatan Webside Nagari; 

2. Jaringan internet untuk warga; 

3. Peralatan pengeras suara (Loudspeaker). 

r) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga antara lain: 

1. Pembuatan lapangan olahraga; 

2. Sarana dan prasarana olahraga. 

s) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni antara lain: 

1. Pembangunan rumah tidak layak huni; 

2. Rehab rumah tidak layak huni. 

 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; 

a) Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan 

b) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 

c) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 

d) Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 

e) Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan 

f) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat 

g) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini/TK 

h) Kegiatan Pembinaan LPMN 

i) Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan 

j) Kegiatan Pembinaan KPMN 

k) Kegiatan Pembinaan Kader Yandu/KB 

 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

a) Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat 

b) Peningkatan Kapasitas Masyarakat 

c) Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT 

d) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

e) Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian/Peternakan dan Perikanan 

f) Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

g) Pengembangan dan Pemanfaatana Teknologi Tepat Guna untuk Kemajuan Ekonomi 

h) Pembentukan dan Pengembangan  Usaha Ekonomi Masyarakat 

i) Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong 

j) Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK 

k) Pengeloaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

  
  

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa dan 

Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanegaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, 

maka sebuah Desa/Nagari, maka Desa/Nagari diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Nagari 

(RKP Nagari). 

RPJM Nagari ini merupakan rencana strategis Nagari untuk mencapai tujuan dan cita-

cita Nagari. RPJM Nagari tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan 

menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan 

dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada 

Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan 

prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (GOOD Goverment) seperti patisipasif, transparan 

dan akuntabilitas. 

Upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipasif dalam sistem reguler 

(Musrenbang), serta penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipasif, pada 
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dasarnya memiliki dua agenda besar yaitu: peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan 

pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. 

Penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipasif hanya dapat dilakukan apabila 

pemerintah lokal (daerah) memiliki kebijakan dan memberikan dukungan (anggaran dan 

regulasi) yang berpihak kepada rakyat. 

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya perencanaan 

pembangunan di tingkat Nagari (RPJM Nagari), yang didukung dengan peningkatan 

manajemen pemerintahan Nagari sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk 

memasti kan pemerintah Nagari membentuk Peraturan Nagari (Pernag), menetapkan APB 

Nagari dan Pertanggungjawaban Wali Nagari secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus 

dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan 

(Musrenbang) di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta keselarasan rencana 

kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBD. Proses dimaksud, 

memunculkan berbagai isu penting keselarasan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD 

dengan hasil-hasil Musrenbang (Nagari dan Kecamatan), akomodasi usulan masyarakat 

dalam Rencana Kerja (Renja) OPD, serta dukungan Peraturan Daerah (Perda) terkait isu-isu 

di atas.   

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Penyusunan Rencana Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari)Nagari Painan Timur 

Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2024 dilakukan mengacu 

kepada beberapa ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum antara 

lain : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 

1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-

Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangnan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pembangunan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5539), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5694);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi 

Desa; 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Kekayaan Desa; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan 

Lembaga Kemasyarakatan; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan 

Kemasyarakatan; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program 

Pembangunan Desa/Kelurahan; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan Desa; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pembangunan Nagari. 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa; 

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017; 

26. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; 

27. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032; 

28. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2005-2025; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. 
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31. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pengelola Keuangan Nagari. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1 Maksud  

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM 

Nagari) ini adalah : 

1. Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Nagari Painan Timur Painan. 

2. Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Nagari yang tertuang 

dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari). 

3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (Stakholders) Pembangunan dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Nagari.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari ) Nagari Painan 

Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan 2018-2024 adalah dokumen 

perencanaan Nagari untuk 6 (enam) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah 

kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, kebijakan umum, program 

pembangunan Nagari serta sasaran-sasaran dan strategis yang ingin dicapai 6 (enam) tahun 

ke depan. 

Dengan demikian RPJM Nagari Painan Timur Painan menjadi landasan bagi semua 

dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Nagari, maupun 

dokumen perencanaan lainnya. 

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004, serta Permendagri Nomor 66 Tahun 2007, maka keberadaan RPJM Nagari 

Painan Timur Painan Tahun 2018-2024 merupakan satu bagian utuh dan merupakan 

kerangka acuan dalam mewujudkan kinerja Pemerintah Nagari, khususnya dalam 

menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan 

atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan dijadikan pedoman seluruh lembaga dan 

masyarakat yang ada di Nagari untuk menyusun RKP Nagari dan RAPB-Nagari, dan lain-

lainnya. 
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Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Painan Timur Painan yang 

dimaksud dengan : 

 

1. Dana Desa (DD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk Nagari, yang 

bersumber dari bagian dana keuangan pusat (APBN). 

2. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten 

untuk Nagari, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan daerah (APBD). 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari. 

4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Evaluasi adalah  rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil 

kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. 

6. Forum   OPD (Forum  yang  berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan atau 

sektor  dan  lintas  sektor)  adalah  wadah  bersama  antar  pelaku pembangunan untuk 

membahas  prioritas kegiatan  pembangunan  hasil Musrenbang Kecamatan dengan 

OPD atau gabungan OPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja OPD yang tata cara 

penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait. 

7. Kebijakan   adalah  arah atau tindakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Pusat/Daerah 

untuk mencapai tujuan. 

8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari adalah laporan keterangan 

pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bamus mengenai seluruh proses pelaksanaan 

peraturan-peraturan nagari  termasuk APB-nagari, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam 

satu tahun dalam musyawarah Bamus. 

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan. 

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. 

11. Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi 
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dan misi 

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang 

adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan 

rencana pembangunan Daerah 

13. Musrenbang    Nagari adalah    forum    musyawarah tahunan  stakeholder nagari 

(pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan nagari dan pihak yang akan 

terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran 

berikutnya.   

14. Musrenbang    Kecamatan adalah    forum    musyawarah    stakeholder kecamatan  

untuk  mendapatkan   masukan  prioritas  kegiatan  dari   nagari serta menyepakati 

kegiatan lintas nagari di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana  

Kerja OPD kabupaten pada tahun anggaran berikutnya. 

15. Partisipasi adalah membuka   kesempatan   yang   seluas-luasnya   bagi sebanyak-

banyaknya  pihak  yang  dapat  memberikan  kontribusi,  terutama untuk mencapai suatu 

tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. 

16. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan 

untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 

pelestarian hasil kegiatan. 

17. Pengintegrasian  adalah  penyatupaduan  proses  perencanaan  partisipatif kedalam 

mekanisme reguler. 

18. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk 

melakukan  perubahan sosial ke arah yang lebih baik. 

19. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam 

perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian 

maupun dalam pelestarian pembangunan. 

20. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan   

pembangunan   yang   didasarkan pada   identifikasi   masalah, pemetaan   wilayah   

dan analisis para   pelaku dengan   menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai 

tujuan/hasil yang telah ditetapkan. 

21. Program  adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang  
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dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran  dan  tujuan  

serta  memperoleh  alokasi  anggaran,  atau  kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 

oleh instansi pemerintah. 

22. Rencana  Kerja   Pembangunan  Nagari  (RKP-Nagari)   adalah  dokumen 

perencanaan  untuk  periode  1  (satu)  tahun,  merupakan  penjabaran  dari RPJM-Nagari  

yang  memuat  rancangan   kerangka   ekonomi  nagari,  dengan mempertimbangkan  

kerangka  pendanaan  yang  dimutahirkan,  program prioritas pembangunan nagari, 

rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-

Nagari. 

23. Rencana  Pembangunan  Tahunan  Daerah  yang  selanjutnya  disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen  perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah   yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 6  (enam) tahun yang memuat arah kebijakan 

pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, dan 

program, dan program Organisas i  Perangkat  Daerah (OPD),  l in tas  OPD, dan 

program priori tas  kewilayahan,  d isertai  dengan rencana kerja .   

26. Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah 

daerah selaku pengguna anggaran. 

27. Sinergi  adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan 

untuk mencapai tujuan secara tepat. 

 

1.3.2 Tujuan 

Berdasarkan uraian diatas , maka RPJM Nagari Painan Timur Painan Tahun 2018-

2024 bertujuan untuk : 

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan keadaan setempat. 
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2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Nagari dalam kontelasi regional dan 

Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi Wali Nagari terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. 

3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program 

pembangunan Nagari. 

4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Nagari dan Bamus 

Nagari dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) sebagai dokumen perencanaan 

tahunan yang akan dibiayai oleh APB Nagari Painan Timur Painan, APBD Kabupaten 

Pesisir Selatan, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN serta sumber dana lainnya. 

5. Pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan di Nagari. 

6. Memberikan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan 

seluruh jajaran Pemerintah Nagari. 

7. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan 

Nagari.   

 

1.4. MANFAAT 

Sebagaimana halnya fungsi perencanaan adalah untuk menjamin adanya keterkaitan 

dan konsistensi antara perencanaan (program), penganggaran pelaksanaan, pengawasan dan 

evaluasi. RPJM Nagari disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan (program), penganggaran, pelaksanaan, pengawasan (termasuk didalamnya 

evaluasi). 

Hakikatnya dari tujuan pembangunan Nagari adalah untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan 

swadaya masyarakat Nagari. RPJM Nagari sebagai suatu rencana pembangunan Nagari 

harus melibatkan segenap komponen masyarakat Nagari didalam penyusunan, pelaksanaan 

dan pengawasannya. Dokumen rencana pembangunan Nagari semestinya menerapkan 

prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian 

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
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2. Partisipatif, yaitu keikutsertaa dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam proses 

pembangunan, proses pembahasan dan pengambilan keputusan; 

3. Berpihak kepada masyarakat, yaitu proses pembangunan di Nagari secara serius 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat 

miskin; 

4. Terbuka, yaitu proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui 

secara langsung oleh seluruh masyarakat Nagari untuk mendapatkan informasi dan 

mengontrol proses penyusunan RPJM Nagari; 

5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Nagari maupun pada 

masyarakat; 

6. Lengkap, artinya RPJM Nagari mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan 

Nagari; 

7. Sistematis, artinya RPJM Nagari disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai 

dengan tata susun yang runut; 

8. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang 

optimal; 

9. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan sesuai dengan potensi sumber 

daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia sehingga setiap proses berjalan 

secara berkelanjutan; 

10. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya dan 

menampung aspirasi masyarakat; 

11. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia; 

12. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal yang dilakukan secara 

berulan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dan; 

13. Penggalian informasi,  yaitu didalam penemuan maslah dilakukan penggalian 

informasi melalui alat kajian keadaan Nagari dengan sumber informasi utama dari 

peserta musyawarah perencanaan.  
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BAB II 

PROFIL NAGARI 

 

2.1 SEJARAH NAGARI 

Asal nama Painan “Painan” dari nama sungai kecil yang mengalir di daerah itu 

bernama “Sungai Pinang Kecil” Dari kata “Pinang” lahir kata “Painan” sebab kata “Pi” oleh 

orang Asing di baca “Pai”, jadi mereka sebut “Painang”. Dari Painang menjadi Painan. 

Kontroleur BA Bruins, masih menulis dalam laporannya (1936) nagari “Pijnang” untuk 

menyebut Painan. Orang Portugis menulis “Py-nan” untuk menyebut dan menulis kata 

Painan. 

Adalagi anggapan kata Painan dari kata “ Permainan” semasa Belanda di Pulau 

Cingkuk, Painan di jadikan tempat Permainan. Dari kata “Permainan” menjadi Painan. 

Penulis lebih cendrung setuju dengan kata “Pinang” sebagai asal kata Nagari Painan. Kata 

“Pameo” untuk Painan dari kata “ Paik-nian” hanyalah seloroh belaka, tidak ada 

hubungannya dengan asal kata “Painan” 

Penduduk Painan berasal dari Sungai Pagu, solok dan sebagian Pariaman. Ada lima 

Datuk sebagai Pendiri Nagari Painan, yaitu ; 

1. Datuk Rangkayo Basa, dari suku melayu, asal Sungai Pagu. 

2. Datuk Rajo Batuah, dari suku Panai, asal Sungai Pagu kaumnya masuk lewat Tuik, 

Batang Kapas. 

3. Datuk Rajo Intan, suku Tanjung. 

4. Datuk Kando Marajo, suku Caniago, asal Kinari kaumnya masuk lewat Bayang dan 

Salido dan dari Barung-barung Belantai Tarusan. 

5. Datuk Rajo Bagindo dari suku Jambak “7 Paruik ” kaumnya datang dari Pariaman 

lewat Padang untuk menjadi raja di Painan, didatangkan seorang Raja dari Pasar 

Talang Sungai Pagu bernama MARAH JOHAN GELAR RAJO SAMPONO, Suku 

Kutianyir. 

Demikian cerita BA Bruins dalam laporanya, yang di perolehnya dari hasil wawancara 

dengan pemuka-pemuka adat pada tahun 1935. 

Sumber : Peran Ninik Mamak Sepanjang Sejarah Pesisir Selatan oleh Drs. Agus Yusuf SIP, dkk. 
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Sejarah Nagari Painan Timur Painan 

Nagari Painan Timur Painan adalah hasil dari pemekaran Nagari Painan tahun 2011 

yang mana Kampung Painan Timur menjadi Nagari Painan Timur Painan berdasar Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan NO 55 tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan 

Nagari Painan Timur Painan Setelah ditetapkan Nagari Painan Timur Painan kemudian 

dilaksanakan pemilihan Bamus dan Pemilihan Wali Nagari dengan Demokratis, dari hasil 

pemilihan Wali Nagari kemudian ditetapkan oleh Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari 

Painan Timur Painan berdasarkan Rapat Pleno dengan keputusan BAMUS NO 05 Tahun 

2011 Tentang penetapan calon terpilih yaitu SUKRIZAL CHANDRA. A.Md kemudian 

Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati dengan masa bakti 2012-2017 

 

2.2  PETA DAN KONDISI NAGARI 

2.2.1  Peta Nagari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
          RPJM Nagari Painan Timur Painan 2018-2024 

 

Nagari Painan Timur berada di wilayah  ibu kota kabupaten Pesisir Selatan dengan 

luas 655,7 ha, dengan ketinggian ± 8 M 
2 

diatas permukaan laut, suhu rata-rata 20-30 
0 

C 

dengan batas-batas sebagai berikut : 

- Sebelah Barat  Berbatas  dengan  Nagari Painan Selatan Painan 

- Sebelah Utara Berbatas dengan  Nagari  Painan, Nagari Bunga Pasang, Nagari 

Tambang dan Nagari Salido Sari Bulan 

- Sebelah Timur  Berbatas   dengan bukit Barisan Kabupaten Solok Selatan. 

- Sebelah Selatan Berbatas  dengan Nagari IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas.  

Secara umum Nagari Painan Timur Painan beriklim tropis, dengan temperatur 21-31 

0 
C, curah hujan di Nagari Painan Timur Painan 2.000-3.000 Mm/tahun. Secara Geografis 

Nagari Painan Timur Painan berada pada posisi -1 20’56.20” S dan 100
0 

35’07.10” E. 

Nagari Painan Timur Painan dialiri oleh sebuah sungai batang Painan dan memiliki 

sedikit lahan pertanian/perkebunan. Karena lahan pertanian yang ada sudah berobah fungsi 

akibat perluasan pemukiman dan areal perkantoran di pusat ibu kota pesisir selatan. 

Nagari Painan Timur berada di pinggir jalur lintas barat Sumatera, mempunyai akses 

jalan yang terjal dan berliku-liku menuju ibu kota propinsi sumatera barat serta akses jalan 

yang juga terjal dan berliku-liku menuju ke Propinsi tetangga. 

Di Nagari Painan Timur memiliki satu buah objek wisata yang belum tergarap secara 

maksimum. Objek wisata yang belum tergarap tersebut adalah objek wisata Air terjun 

Timbulun dan ada juga objek wisata petualang yang dulu pernah dirintis oleh orang asing 

(Expat) yaitu wisata panjat tebing dan wisata petualang Bukit Jonga. 

Data Jumlah Penduduk sebagai berikut : 

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA 

No Urutan Sumber Daya Manusia Jumlah 

1 Kepala keluarga 1.337 KK 

2 Jumlah penduduk laki-laki 2.617 orang 

3 Jumlah penduduk perempuan 2.668 orang 

4 Lulusan SD/MI 588 Orang 

5 Lulusan SLTP/MTs 609 Orang 

6 Lulusan SLTA/MA 1.651 Orang 

7 Lulusan S1/Diploma 736 Orang 
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8 Putus sekolah 0 Orang 

9 Buta huruf 15 Orang 

10 Petani 114 Orang 

11 Buruh tani 100 Orang 

12 Buruh migran perempuan 10 Orang 

13 Buruh migran laki-laki 9 Orang 

14 Pegawai Negeri Sipil 480 Orang 

15 Pengrajin industri rumah tangga 2 Orang 

16  Pedagang keliling 230 Orang 

17 Peternak 1 Orang 

18 Nelayan 32 Orang 

19 Montir 10 Orang 

20 Bidan swasta 2 Orang 

21 Perawat swasta 0 Orang 

22 Pembantu rumah tangga 2 Orang 

23 TNI 15 Orang 

24 POLRI 28 Orang 

25 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 482 Orang 

26 Pengusaha kecil dan menengah 32 Orang 

27 Pengacara 0 Orang 

28 Notaris 3 Orang 

29 Dukun kampung terlatih 2 Orang 

30 Jasa pengobatan alternatif 1 Orang 

31 Dosen swasta 0 Orang 

32 Pengusaha besar 3 Orang 

33 Arsitektur 18 Orang 

34 Seniman/artis 0 Orang 

35 Karyawan perusahaan swata 249 Orang 
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DAFTAR KEADAAN LAHAN/TANAH 

No Keadaan lahan/tanah Luas 

1 Lahan pertanian 10 Ha 

2 Lahan perkebunan 350 Ha 

3 Lahan tidur 15 Ha 

4 Lahan pemukiman 250 Ha 

5 Perkuburan dan taman 25 Ha 

6 Total luas 657 Ha 

 

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN 

No Urutan Sumber Daya Pembangunan Satuan 

1 Aset Prasarana Umum   

 - Jalan 11 Km 

 - Jembatan 1 Unit 

2 Aset Prasarana Pendidikan  Unit 

 - Gedung PAUD 2 Unit 

 - Gedung TK 0 Unit 

 - Gedung SD 2 Unit 

 - Gedung SLTP 0 Unit 

 - Gedung SLTA 1 Unit 

3 Aset Prasarana Kesehatan  Unit 

 - Posyandu 4 Unit 

 - Polindes 2 Unit 

 - MCK 1 Unit 

 - Sarana air bersih 1 Unit 

4 Aset Prasarana Ekonomi  Unit 

 - Pasar Nagari 0 Unit 

 - Hotel 1 Unit 

5 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif   

 - Jumlah kelompok usaha 15 Kelompok 
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 - Jumlah kelompok usaha yang sehat 12 Kelompok 

 

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM 

No Urutan Sumber Daya Alam  Volume 

1 Material batu kali dan kerikil 300.000 Kubik 

2 Pasir 100.000 Kubik 

3 Lahan persawahan 5 Ha 

4 Lahan hutan 3.5 Km
2 

5 Sungai 2 Km 

6 Tanaman perkebunan 2 Km
2
 

7 Sumber mata air 5 Ha 

8 Batu bara 0 Ha 

9 Batu mineral 1 Ha 

10 Batu akik 1 Ha 

 

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA 

No Urutan Sumber Daya Sosial  Budaya  Jumlah 

1 Gotong royong 1 kali Bulan 

2 Tradisi ruwatan 0 Tahun 

3 Pesta rakyat (panen raya) 1 Tahun 

4 Bersih nagari 1 Tahun 

5 Balimau paga 1 Tahun 

 

Keadaan Sosial 

Masyarakat Nagari Painan mempunyai kreatifitas hidup yang bernuansa nilai-nilai 

agama, sosial dan budaya. Yang sudah mulai memudar dikalangan Generasi muda 

dikarenakan tidak berimbangnya pendidikan di bidang agama, sosial dan budaya 

dibandingkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang pada saat ini.  
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Di Nagari Painan Timur Painan mempunyai beberapa oraganisasi kemasyarakatan 

yang antara lain :  

1. BAMUS Nagari Painan Timur Painan 

2. KAN kenagarian Painan 

3. LPMN Nagari Painan Timur Painan 

4. KPMN Nagari Painan Timur Painan 

5. PKK Nagari Painan Timur Painan 

6. Pemuda Nagari Painan Timur Painan 

7. Karang Taruna Nagari Painan Timur Painan 

8. Majlis Ta’lim 

9. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 

10. Kelompok Lingkungan Hidup (KLH) Langkisau 

 

a. Aspek Pendidikan Masyarakat 

Tingkat Pendidikan Penduduk 

1. Tamat SD/sederajat   :  588 orang 

2. Tamat SLTP    :  609 orang 

3. Tamat SLTA    :        1.651 orang  

4. Tamat D1 s/d D3   :           207 orang 

5. Tamat S1    :  529 orang 

6. Tamat S2    :             59 orang 

7. Tamat S3    :               0 orang 

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Nagari 

Painan Timur Painan cukup baik dimana penduduk yang berpendidikan SLTA cukup 

banyak dan merupakan Sumber Daya Manusia potensial. 

b. Aspek Kesehatan Masyarakat 

Prilaku hidup sehat dan bersih telah tertanam di dalam masyarakat Nagari Painan 

Timur Painan melalui penyuluhan dan sosialisasi dari Petugas kesehatan yang ada di 

Nagari, namun masih ada masyarakat yang belum memiliki WC disekitar aliran 

sungai yang yang saat ini membutuhkan bantuan. 
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Keadaan Ekonomi 

1) Angkatan Kerja 

- Jumlah Penduduk usia yang masih sekolah  : 2.959 orang 

- Jumlah Penduduk yang menjadi ibu RT  : 1.520 orang 

- Jumlah penduduk yang bekerja penuh   : 1.030 orang 

- Jumlah penduduk yang tidak bekerja penuh  : 1.389 orang 

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dengan batas usia 

15-55 tahun yang berpotensi jadi pengangguran sekitas 18,5 % karena tidak bekerja 

penuh atau serabutan, sementara dari jumlah ibu rumah tangga juga berpeluang jadi 

penggangguran sekitar 10% namun disini data belum terungkap ada dua kemungkinan 

ibu rumah tangga itu bekerja atau murni ibu rumah tangga yang menggantungkan 

penghasilan kepada suami. 

Di Nagari Painan Timur Painan Pertumbuhan ekonomi masyarakat pada saat ini 

sangat tidak berimbang antara PNS dengan masyarakat yang non PNS dikarenakan 

kegiatan sektor swasta yang masih belum berkembang. 

2) Produk Domesti Bruto 

- Tanaman padi menghasilkan pendapatan yang rendah karena Nagari Painan Timur 

memiliki sedikit lahan untuk menanam padi 

- Tanaman Perkebunan menghasilkan incame perhektar ± Rp. 30.000.000,-/tahun 

Melihat potensi alam seperti hasil pertambangan dan Industri tidak di miliki di 

Nagari Painan Timur Painan. Sehingga tidak adanya pertumbuhan ekonomi dari sektor 

tersebut diatas, dengan kondisi Pesisir Selatan yang berada dipinggir laut tapi wilayah 

pemerintahan Nagari Painan Timur Painan tidak punya laut tetapi masyarakat Painan 

Timur Painan cukup banyak yang jadi nelayan karena wilayah pemerintahan Nagari 

cukup dekat dengan Pantai tetapi perekonomian nelayan boleh dikatakan kurang mampu 

karena keterbatasan alat tangkap nelayan yang kurang memadai. 

Potensi hutan yang ada juga dimiliki di Nagari Painan Timur Painan, tetapi 

kondisinya yang sangat terjal dan berbatu serta perluasan masyarakat untuk berladang 

sangat terbatas dikarenakan luas wilayah hutan dibatasi oleh hutan lindung (TNKS) yang 

mana hutan tersebut dijaga secara internasional untuk mengantisipasi pemanasan Global 

dan juga sebagai paru-paru dunia. 
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3) Pendapatan Perkapita atau PDDB Perkapita 

Jumlah rumah tangga petani  : 31 Kepala Keluarga 

Jumlah rumah tangga buruh tani : 50 Kepala Keluarga 

4) Kemiskinan 

- Jumlah Kepala Keluarga  : 327 KK 

- Jumlah Keluarga Prasejahtera  : 15 Kepala Keluarga 

- Jumlah Keluarga Sejahtera 1  : 175 Kepala Keluarga 

- Jumlah Keluarga Sejahtera 2  : 137 Kepala Keluarga 

Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan mata pencaharian Pegawai, 

karyawan swasta serta pedagang, selain itu masih banyak masyarakat yang berprofesi 

menjadi petani. 

   

2.2.2. Kondisi Pemerintahan Nagari 

Pembagian Wilayah Nagari 

Nagari Painan Timur Painan  Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, 

Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 20 (Dua Puluh) Nagari di kecamatan IV Jurai 

yang mempunyai jarak 0,5 Km dari Ibukota Kabupaten. Kecamatan IV Jurai sendiri 

merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk 

kategori kecamatan miskin. Secara geografis Nagari Painan TimurPainan  sendiri terletak di 

perbatasan sebelah: 

- Barat Berbatas  dengan  Nagari Painan Selatan Painan. 

- Utara Berbatas dengan  Nagari  Painan, Nagari Bunga Pasang, Nagari Tambang dan 

Nagari Salido Sari Bulan, 

- Timur  Berbatas   dengan bukit Barisan Kabupaten Solok Selatan. 

- Selatan Berbatas  dengan Nagari IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas .  

Nagari Painan Timur Painan letak topografis tanahnya berbukit yang dipergunakan 

perladangan, dengan lahan yang permukaan rata dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan 

Perumahan.  

Pemerintah Nagari Painan Timur Painan terdiri dari 2 (dua) Kampung , dengan 

struktur organisasi Pemerintah Nagari sebagai berikut : 
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1. Wali Nagari 

2. Sekretaris Nagari yang dibantu oleh : 

1) Kepala Urusan Umum dan Ketatausahaan 

2) Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan (dibantu oleh Bendahara) 

3. Pelaksana Teknis terdiri dari : 

1) Kepala Seksi Pemerintahan 

2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan 

4. Pelaksana Kewilayahan yang terdiri dari : 

1) Kepala Kampung Painan Timur 

2) Kepala Kampung Tangah 

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen RPJM Nagari Painan Timur Painan 

merupakan kebutuhan yang sangat penting terutama proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen RPJM tersebut 

mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.   

 

Struktur Organisasi Nagari 
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2.3  KELEMBAGAAN NAGARI 
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No Lembaga Masalah Potensi 

1 Bamus 1. Pembentukan BAMUS yang masih baru. 

2. Masih kurangnya pemahamam Tupoksi Bamus Nagari 

Struktur Lengkap 

2 Pemnag 1. Kurangya anggaran dana alokasi nagari  

2. Masih kurangnya pemahamam Wali Nagari dan 

perangkat tentang Tupoksi  

Struktur Lengkap 

3 LPMN 1. Kurangnya pemahaman Undang-undang tentang 

pembentukan LPMN 

2. Masih belum berfungsinya peran serta LPMN dalam 

kegiatan pembangunan Nagari 

Kepengurusan Lengkap 

4 KPMN 1. Belum maksimal kerja KPMN. Kepengurusan Lengkap 

5 Karang Taruna 1.   Masih kurangnya Kegiatan Karang Taruna di Nagari 

3. Masih minimnya pemahaman anggota Karang Taruna 

dalam berorganisasi 

Kepengurusan Lengkap 

6 Pemuda 1. Masih kurang terarahnya kegiatan kepemudaan Nagari 

2. Masih minimnya pemahamam anggota pemuda dalam 

berorganisasi 

 

7 PKK 1. Kurangnya kemauan ibu-ibu rumah tangga dalam 

kegiatan organisasi PKK 

Kepengurusan Lengkap 

8 KAN 1. Kurangnya pemahaman generasi muda tentang adat Kepengurusan Lengkap 

9 Masjelis Ta’lim 1. Kurangnya kemauan ibu rumah tangga dalam 

pembentukan majelis ta’lim di tingkat mushalla 

Kepengurusan Lengkap 

 

2.4  DINAMIKA KONFLIK 

 

Dinamika konfilk yang terjadi sering dihadapi pada saat pembebasan lahan yang 

akan di jadikan sebuah prioritas pembangunan sebab belum jelas dan adanya surat-surat 

kepemilikan masyarakat sehingga tidak dapat ditentukan batas tanah yang dimilikinya. 

Untuk itu dalam penyelesaian tanah masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan 

harus adanya surat pembebasan lahan terlebih dahulu sebelum sebuah kegiatan 

pembangunan diusulkan.  

 

2.5  MASALAH DAN POTENSI 

2.5.1    PERMASALAHAN 

Kondisi yang dihadapi Nagari Painan Timur Painan di era otonomi Nagari ke depan 

sangat komplek, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius dan bersungguh-

sungguh. Sejalan dengan visi pembangunan yang akan dijalankan dan ingin diwujudkan 

serta mendasari pada misi yang akan ditempung guna mewujudkan visi pembangunan yang 
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dimaksud, maka dapat diidentifika adanya isue-isue strategis yang menjadi permasalahan 

pokok yang dihadapi Nagari saat ini : 

 

1. Bidang Pemerintahan ; 

Kemampuan aparat Nagari yang belum memadai dalam administrasi dan pemahaman 

yang masih kurang tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan 

dari aspek ekonomi berbagai kesalahan yang dihadapi pembangunan yang selama ini 

kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif yang membuat pemerintah Nagari 

masih belum menemukan solusi karena lembaga yang ada tidak mendapatkan bimbingan 

teknis dan belum sepenuhnya dijalankan dengan program yang diterima, lemahnya 

kemampuan masyarakat untuk mengembangkan organisasi atau lembaga-lembaga 

kemasyarakatan Nagari antara lain :  

a. Belum optimalnya fungsi Bamus Nagari dalam melaksanakan fungsi legislasi fungsi 

pengawasan dan fungsi penganggaran. 

b. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan Nagari sejalan 

dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. 

c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dapat 

meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien. 

d. Belum tersusunnya peraturan Nagari sesuai dengan kebutuhan merespon 

perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

e. Belum optimalnya kerjasama Nagari dalam rangka meningkatkan penanaman modal, 

pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam. 

f. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintahan Nagari yang masih 

perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan 

pelayanan publik/masyarakat yang transparan, respondis dan akuntable belum dapat 

terwujud. 

g. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan handal, 

disebabkan belum adanya database dan jaringan informasi kearsipan. 
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h. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Nagari 

disebabkan terbatasnya SDM pengelola kearsipan yang masih kurang melakukan 

pendataan dan pengelolaan dokumen arsip. 

i. Kurangnya optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip Nagari dan sarana dan 

prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip Nagari. 

j. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat, hal ini menjadi 

kendala dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Nagari dan dokumen-

dokumen lainnya. 

k. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan 

pembangunan. 

l. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem masyarakat baik sosial maupun 

ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. 

m. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi hasil-hasil pembangunan.  

 

2. Bidang Pembangunan Nagari; 

a. Akses jalan pemukimam, akses jalan pertanian dan akses jalan ke lokasi wisata yang 

belum memadai. 

b. Kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana fisik kantor 

c. Kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana kesehatan. 

d. Kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana pendidikan. 

e. Kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana lokasi wisata. 

f. Kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana masyarakat. 

g. Masih minimnya sarana dan prasarana olahraga 

h. Masih adanya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan belum memiliki 

jamban sendiri. 

 

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 

a. Masih kurangnya pengetahuan Wali Nagari dan perangkat . 

b. Masih kurangnya kapasitas masyarakat. 
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c. Masih kurangnya kegiatan pemberdayaan kader-kader Nagari sesuai dengan 

bidangnya. 

d. Masih kurangnya pemberdayaan kepada kegiatan ekonomi masyarakat. 

e. Masih kurangnya pengelolaan produksi usaha pertanian/peternakan dan perikanan. 

f. Masih kurangnya kualitas dan kapasitas sumber daya manuasia. 

g. Masih kurangnya pengembangan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi 

h. Masih kurangnya usaha ekonomi masyarakat. 

i. Kurangya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong. 

j. Masih kurangnya kegiatan pelayanan dan kebudayaan. 

k. Belum adanya sarana dan prasaran informasi dan komunikasi. 

l. Belum berdirinya BUMNag. 

m. Belum tersusunnya profil nagari/data nagari.  

 

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. 

a. Masih kurangnya pembinaan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan. 

b. Masih kurangnya pembinaan pemuda dan olahraga. 

c. Masih kurangnya pembinaan organisasi perempuan/PKK 

d. Masih kurangnya pembinaan kepada kelompok-kelompok seni dan budaya. 

e. Masih kurangnya pembinaan kepada kelembagaan adat. 

f. Masih kurangnya pembinaan nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan.  

g. Masih kurangya pembinaan terhadap kader-kader Nagari 

 

2.5.2   POTENSI 

Nagari Painan Timur Painan merupakan Nagari yang mempunyai potensi sumber 

daya alam dan potensi sumber daya manusia antara lain : 

A. Sumber Daya Manusia. 

1. Karakter aparatur dan masyarakat yang demokratis dan terbuka terhadap program 

pembangunan Nagari. 

2. Masyarakat adat 

3. Masyarakat yang berpendidikan  

4. Masyarakat petani/pekebun 
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5. Pemuda/pemudi 

6. Guru TPQ dan TPSQ 

7. Kader Nagari 

8. Kelompok-kelompok masyarakat lainnya. 

 

B. Sumber Daya Alam 

1. Aliran sungai 

2. Kawasan wisata timbulun 

3. Lahan perkebunan yang luas 
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BAB III 

  PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI 

 

3.1 PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI 

 3.1.1   Pengkajian Keadaan Nagari menggunankan Sketsa Nagari 

No Nagari Masalah Potensi 

 Painan Timur 

 

Pendidikan sbb: 

Masalah peningkatan pelayanan pendidikan sbb: 

1. Mobiler di TPQ Mushallah dan Masjid Painan 

Timur belum lengkap. 

2. Kurangnya bacaan Al Qur’an dan Iqro’ di 

TPQ Painan Timur 

3. Honor guru TPQ belum memadai. 

 

Pelatihan keterampilan masyarakat sbb : 

1. Pemuda pemudi Kampung Painan Timur 

tidak punya keterampilan 

2. Ibu-ibu di Painan Timur tidak punya keahlian 

untuk menambah pendapatan suaminya. 

3. Masih ada masyarakat di Painan Timur  yang 

belum tahu baca dan tulis. 

4. Kurangnya tenaga ahli untuk perbaikan alat 

keperluan rumah tangga  

5. Kurangnya tenaga ahli untuk Perbaikan 

kendaraan bermotor 

Pengembangan wawasan dan kepedulian sbb : 

1. Masih ada Masyarakat Painan Timur kurang 

peduli tentang pendidikan anak usia sekolah 

2. Masih ada anak-anak di Painan Timur yang 

tidak bersekolah karena membantu orang 

tuanya. 

 

 

 Adanya Tukang ahli dan 

bahan baku. 

 Murid TPA 

 

 Murid TPA dan guru 

honor. 

 

 Pemuda pemudi yang 

banyak 

 Banyak ibu-ibu yang 

berdiam diri dirumah 

 Masyarakat putus sekolah. 

 

 Pemuda Banyak 

Pengangguran 

 Pemuda Banyak 

Pengangguran 

 

 Banyaknya anak sekolah 

dari keluarga RTM. 

 Banyaknya anak sekolah 

dari keluarga RTM. 

 Painan Timur 

 

Kesehatan sbb : 

1. Masalah Peningkatan mutu Pelayanan 

Kesehatan. 

 Masih ada anak-anak RTM Painan Timur 

yang kurang gizi. 

2. Membangun kepedulian tentang kesehatan. 

 Kurangnya pemahaman Masyarakat 

pinggir hutan dan sungai Painan Timur 

tentang kesehatan. 

 

 

 

 Balita RTM 

 

 

 Keluarga RTM dan Bidan 

desa. 

 Painan Timur 

 

Sarana dan Prasarana : 

1. Air dari lurah menggenangi pemukiman 

penduduk air duku Painan Timur 

2. Air mengancam pondasi jembatan Painan 

Timur 

 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 
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3. Air menggenangi pemukiman di jalan perintis 

kemerdekaan pulau sawah Painan Timur 

4. Air menggenangi pemukiman dari simpang 

jembatan pink Painan Timur ke sungai 

5. Air menggenangi pemukiman sepanjang jalan 

baru perumnas Painan Timur 

6. Tidak lancar jalan evakuasi dari bukit baling-

baling ke jambak Painan Timur 

7. Rusaknya jalan  jalan setapak dari gang merak 

sampai kelapangan bola atas Painan Timur 

8. Rusaknya jalan di belakang saiyo painan 

timur 

9. Tidak ada saluran air jalan belakang saiyo 

painan timur 

10. Tidak lancarnya jalan dari belakang SMA 2 

kebukit baling-baling painan timur 

11. Tidak adanya jalan evakuasi dari simpang tiga 

perumnas ke batu ajuang Painan Timur 

12. Rusaknya areal persawahan di batu ajuang 

Painan Timur 

13. Tidak adanya perluasan pemukiman di batu 

ajuang Painan Timur 

14. Air menggenangi pemukiman di gang 

kutilang painan timur 

15. Tidak adanya jembatan evakuasi dari surau 

patai ke seberang painan timur 

16. Tidak adanya jembatan evakuasi jalan perintis 

kemerdekaan ke air duku painan timur 

17. Tidak adanya jembatan evakuasi dari 

kampung tangah ke kabun taranak painan 

timur 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat, Tukang dan 

pekerja. 

 

 Painan Timur 

 

Lingkungan Hidup sbb:  

1. Pohon pelindung sepanjang jalan Painan 

Timur masih kurang 

2. Kurangnya pemahaman masyarakat painan 

timur tentang bahaya membuang sampah 

kesungai 

3. Kurangnya Pemahaman Pengembala ternak 

terhadap kotoran ternak di painan timur 

4. Pengambilan galian C yang tidak terkendali 

5. Masih ada masyarakat menangkap ikan di 

sungai dengan menggunakan racun atau 

sentrum 

 

 Pemuda dan Masyarakat 

 

 Pemuda dan Masyarakat 

 

 

 Pengembala ternak. 

 

 Galian C di sungai batang 

Painan 

 Sungai dan lurah lurah 

yang bermuara ke sungai 

 Painan Timur 

 

Bidang Pemerintahan sbb: 

1. Kantor Wali Nagari yang belum siap di rehab  

2. Peralatan kantor yang masih kurang 

 

 Gedung kantor dan tanah 

 Peralatan yang sudah lama 

 Painan Timur 

 

Koperasi dan Usaha Masyarakat sbb: 

1. Kurangnya keinginan Masyarakat untuk 

membuat kelompok usaha baru di painan 

 

 Ibu-ibu rumah tangga. 
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timur. 

2. Kurangnya modal untuk usaha Masyarakat di 

painan timur. 

3. Kurangnya pembinaan, penyuluhan maupun 

seminar tentang UKM bagi Masyarakat 

painan timur. 

4. Banyaknya ibu-ibu RTM di painan timur 

yang menganggur di rumah 

5. Belum terlaksananya usaha kelompok tani 

peternak ayam Buras (ayam petelur) di Painan 

timur 

 

 Ibu-ibu rumah tangga. 

 

 Ibu-ibu rumah tangga. 

 

 

 Ibu-ibu rumah tangga. 

 

 Gabungan kelompok tani 

(GAPOKTAN) 

 

 Painan Timur 

 

Pertanian sbb: 

1. Sulitnya jalan keladang masyarakat di Painan 

Timur\ 

2. Kurangnya bibit unggul Coklat di Painan 

Timur 

3. Kurangnya Bibit Padi unggul di Painan Timur 

 

4. Tidak tersedianya pupuk subsidi di painan 

timur 

 

 Petani dan lahan yang 

sudah disediakan 

 Memberdayakan lahan 

yang ada. 

 Memberdayakan lahan 

yang ada. 

 Memberdayakan lahan 

yang ada. 

 Painan Timur 

 

Kehutanan sbb: 

1. Banyaknya hutan yang rusak di painan timur 

2. Kurangnya pemberdayaan masyarakat tentang 

pengamanan hutan di painan timur 

 

 Masyarakat pinggir Hutan 

 Masyarakat pinggir Hutan 

 Painan Timur 

 

Pariwisata sbb: 

1. Belum ada jembatan gantung di Timbulun 

Painan timur 

2. Air mengancam jalan ke objek wisata 

timbulun Painan timur 

3. Susahnya akses jalan ke objek wisata 

timbulun painan timur 

4. Kurangnya fasilitas pariwisata di timbulun 

painan timur 

5. Perlunya pembangunan Water Boom di Objek 

wisata timbulun Painan timur 

 

 Daerah wisata yang sangat 

menarik. 

 Masyarakat ,Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat ,Tukang dan 

pekerja. 

 Masyarakat ,Tukang dan 

pekerja. 

 Air terjun yang bisa 

dimanfaatkan 

 

3.1.2 Pengkajian keadaan Nagari menggunakan Kalender Musim 

 

No Kampung Musim Masalah Potensi 

1. 

 

 

 

 

 

 

Painan Timur Hujan 

 

 

1. Banjir mengenangi 

pemukiman masyarakat 

2. Alur Sungai mengancam 

pemukiman penduduk. 

Pemukiman 

Masyarakat 250 

KK 

Masyarakat  

Panas 

 

 

3. Menyusutnya debit air 

PDAM 

4. Sulitnya air pada sawah 

yang ada 

Sawah 
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Buah-buahan 5. Bila panen melimpah harga 

jadi murah 

Lahan tanaman 

Masyarakat 

2. 

 

 

 

 

Kampung Tangah Hujan 

 

 

1. Banjir mengenangi 

pemukiman masyarakat 

2. Alur Sungai mengancam 

pemukiman penduduk. 

Pemukiman 

Masyarakat 250 

KK 

Masyarakat  

Panas 

 

 

 

3. Menyusutnya debit air 

PDAM 

4. Sulitnya air pada sawah 

yang ada 

Sawah 

 

Buah-buahan 5. Bila panen melimpah harga 

jadi murah 

Lahan tanaman 

Masyarakat 

 

3.1.3  Pengkajian keadaan Kelembagaan menggunakan Diagram Venn 

Gambar diagram venn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

MASYARAKAT 

 

PKK 
 

BAMUS  

LPMN 

Wali 

Nagari 
Painan 

Timur 

 

 

KPMN 

 

Majelis 

Ta’lim 

 

   KAN 

 

 
 

Karang 

Taruna 

 

Pemuda 
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No Lembaga Masalah Potensi 

1 Bamus 3. Pembentukan BAMUS yang masih 

baru 

Pendi dikan anggota 

BAMUS yang cukup tinggi. 

2 Pemnag 3. Kurangya anggaran dana alokasi 

nagari  

4. Belum adanya pelatihan-pelatihan 

perangkat wali nagari 

Wali Nagari dan Perangkat. 

 

Perangat Wali Nagari 

3 LPMN 4. Kurangnya pemahaman Undang-

undang tentang pembentukan LPMN 

Ketua LPMN dan anggota 

4 KPMN 2. Belum maksimal kerja KPMN. Ketua KPMN dan anggota 

5 Karang Taruna 5. Masih Kurangnya Kegiatan Karang 

Taruna Di Nagari 

6. Masih minimnya pemahaman anggota 

Karang Taruna dalam berorganisasi 

Ketua Karang Taruna dan 

anggota 

6 PKK 3. Kurangnya kemauan ibu-ibu rumah 

tangga dalam kegiatan organisasi PKK 

Ibu Rumah Tangga 

7 KAN 2. Kurangnya pemahaman generasi muda 

tentang adat 

Generasi muda 

8 Masjelis Ta’lim 2. Kurangnya kemauan ibu rumah tangga 

dalam pembentukan majelis ta’lim di 

tingkat mushalla 

Ibu – Ibu 

 

 

3.1.4  PENGELOMPOKAN MASALAH 

No Masalah Potensi Lokasi 

1. 

 

Pendidikan sbb: 

Masalah pendidikan sbb: 

1. Anak RTM Painan Timur  tdk punya biaya. 

 Masalah peningkatan pelayanan pendidikan 

sbb: 

1. Mobiler Di TPQ Painan Timur masih kurang. 

2. Kurangnya bacaan Al Qur’an dan Iqro’ di TPA 

Muksinin Painan timur 

3. Honor guru TPA Muksinin tidak memadai. 

 

 

 

 

 

2. Pelatihan keterampilan masyarakat sbb: 

1. Pemuda pemudi Kampung Painan Timur tidak 

punya keterampilan 

2. Banyak pengangguran di kampung Painan 

Timur. 

3. Ibu-ibu di Painan Timur tidak punya keahlian 

untuk menambah pendapatan suaminya. 

 

 

 Anak sekolah dari 

keluarga RTM. 

 

 Murid TPA 

 Murid TPA dan guru 

honor 

 Murid PAUD dan guru 

honor. 

 Murid MDA dan guru 

honor. 

 Murid MDA dan guru 

honor. 

 

 Pemuda pemudi yang 

banyak 

 Pemuda pemudi yang 

banyak 

 Banyak ibu-ibu yang 

berdiam diri dirumah 

 

 

 Painan Timur 

 

 

 Painan Timur 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 

 Painan Timur  

 

 Painan Timur  

 

 Painan Timur  
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4. Masih ada masyarakat di Painan Timur  yang 

belum tahu baca dan tulis. 

 

3. Pengembangan wawasan dan kepedulian 

sbb: 

1. Masih ada Masyarakat Painan Timur kurang 

peduli tentang pendidikan anak usia sekolah. 

2. Masih ada anak2 di Painan Timur yang tidak 

bersekolah karena membantu orang tuanya. 

 Masyarakat putus 

sekolah. 

 

 

 

 Banyanya anak sekolah 

dari keluarga RTM. 

 Banyanya anak sekolah 

dari keluarga RTM. 

 Painan Timur  

 

 

 

 

 Painan Timur  

2. 

 

Kesehatan sbb: 

1. Sarana dan prasarana Puskesri . 

1. Gedung Puskesri dan Posyandu di Painan 

Timur yang belum layak 

2. Masalah Peningkatan mutu Pelayanan 

Kesehatan. 

1. Banyak anak-anak RTM Painan Timur yang 

kurang gizi. 

2. Membangun kepedulian tentang kesehatan. 

 

3. Kurangnya pemahaman Masyarakat pinggir 

sungai  Painan Timur tentang kesehatan. 

 

 

 Tukang dan pekerja 

 

 

 

 Tukang dan pekerja 

 

 Keluarga RTM dan 

Bidan desa 

 Keluarga RTM dan 

Bidan desa 

 

 

 Painan Timur. 

 

 

 

 Painan Timur 

 

 

3. 

 

Sarana dan Prasarana : 

Pembangunan sarana dan prasarana. 

1. Banyak rumah RTM yang tidak layak huni 

Painan Timur 

2. Air dari lurah menggenangi pemukiman 

penduduk Painan Timur 

3. Air menggenangi pemukiman di jalan perintis 

kemerdekaan Painan Timur 

4. Air menggenangi pemukiman dari simpang 

jembatan pink Painan Timur ke sungai 

5. Air menggenangi pemukiman sepanjang jalan 

baru perumnas Painan Timur 

6. Tidak lancar jalan evakuasi dari bukit baling-

baling ke jambak Painan Timur 

7. Rusaknya jalan  jalan setapak dari gang merak 

sampai kelapangan bola atas Painan Timur 

8. Banyaknya jalan pemukimam yang belum di 

cor beton 

9. Saluran Air yang belum memadai di Painan 

Timur 

10. Drainase yang belum memadai di Painan 

Timur 

11. Rusaknya areal persawahan di batu ajuang 

Painan Timur 

12. Belum adanya perluasan pemukiman di batu 

ajuang Painan Timur 

13. Air menggenagi pemukiman masyarakat depan 

SMA 2 Painan Timur 

 

 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja,lahan tersedia 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan timur 

 

 Painan timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 
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14. Air menggenangi pemukiman di gang kutilang 

Painan Timur 

15. Tidak adanya jembatan evakuasi dari surau 

patai ke seberang Painan Timur 

16. Tidak adanya jembatan evakuasi jalan perintis 

kemerdekaan ke air duku Painan Timur 

17. Tidak adanya jembatan evakuasi dari kampung 

tangah ke kabun taranak painan timur 

18. Nomor-nomor Rumah dan Nama –nama Jalan 

di Painan Timur  

19. Jalan Evakuasi Tsunami dari puncak PDAM 

sampai ke Painan Timur belum siap 

 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 Masyarakat, Tukang dan 

Pekerja 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

4. 

 

Lingkungan Hidup sbb: 

1. Pohon pelindung sepanjang jalan Painan Timur 

masih kurang 

2. Kurangnya pemahaman masyarakat painan 

timur tentang bahaya membuang sampah 

kesungai 

3. Kurangnya Pemahaman Pengembala ternak di 

painan timur terhadap kotoran ternak 

4. Masih ada masyarakat menangkap ikan di 

sungai dengan menggunakan racun atau 

sentrum 

5. Pengambilan galian C yang tidak terkendali 

 

 

 Pemuda dan Masyarakat  

 

 Pemuda dan Masyarakat 

 

 

 Pengembala Ternak 

 

 Sungai dan ikan 

 

 

 Sungai dan material 

galian C 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 

 Painan Timur 

5. 

 

Sosial Budaya sbb: 

1. Kurangnya pemahaman generasi muda tentang 

adat istiadat painan timur 

2. Kurangnya alat-alat adat istiadat di painan 

timur 

3. Kurangnya pemahaman generasi muda painan 

timur tentang kesenian tradisional  

4. Kurangnya pakaian tari untuk generasi muda di 

painan timur 

5. Kurangnya peralatan kesenian di painan timur 

6. Gedung serba guna di painan timur tidak ada  

7. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di 

Painan timur 

 

 Generasi muda 

 

 Generasi muda 

 

 Generasi muda 

 

 Generasi muda 

 

 Generasi muda 

 Tukang dan Pekerja 

 Pasangan usia subur 

(PUS) 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 Painan Timur 

 Painan Timur 

 

6. 

 

Bidang Pemerintahan sbb: 

1. Aparatur Nagari kurang mendapat 

perbandingan adm pemerintahan dari nagari 

lain 

2. Belum ada Peraturan Nagari (PERNAG) 

 

 Aparatur Nagari 

 

 

 Wali  Nagari, Aparatur 

Nagari dan Bamus 

 

 Painan Timur 

 

 

 Painan Timur  

 

7. 

 

Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat sbb: 

1. Kurangnya keinginan Masyarakat untuk 

membuat kelompok usaha baru di painan timur. 

2. Kurangnya modal untuk usaha Masyarakat di 

 

 Ibu-ibu rumah tangga. 

 

 Ibu-ibu rumah tangga. 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 
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painan timur. 

3. Kurangnya pembinaan, penyuluhan maupun 

seminar tentang UKM bagi Masyarakat painan 

timur. 

4. Banyaknya ibu-ibu RTM yang menganggur di 

rumah 

 

 Ibu-ibu rumah tangga. 

 

 

 Ibu-ibu rumah tangga. 

 

 Painan Timur 

 

 

 Painan Timur 

 

8. 

 

Bidang Pertanian sbb: 

1. Kurangnya bibit unggul Coklat di Painan 

Timur 

2. Kurangnya Bibit kopi unggul di Painan Timur 

3. Tidak tersedianya pupuk subsidi di painan 

timur 

4. Bibit gambir masih kurang di Painan timur 

5. Belum terlaksananya usaha kelompok tani 

peternak di Painan timur 

 

 Petani dan lahan 

 

 Petani dan lahan  

 Petani dan lahan 

 

 Petani dan lahan 

 Peternak  

 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 Painan Timur 

 

 Painan timur 

 Painan timur 

 

 

9. 

 

Bidang Kehutanan sbb: 

1. Banyaknya hutan yang rusak di painan timur 

2. Sulitnya jalan keladang masyarakat di Painan 

Timur 

3. Kurangnya pemberdayaan masyarakat tentang 

pengamanan hutan painan timur 

 

 Petani pinggir Hutan 

 

 Petani Pinggir Hutan 

 

 Petani Pinggir Hutan 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

10. 

 

Bidang Pariwisata sbb: 

1. Belum ada jembatan gantung di Timbulun 

Painan timur 

2. Susahnya akses jalan ke objek wisata timbulun 

painan timur 

3. Air mengancam jalan ke objek wisata timbulun 

Painan timur 

4. Kurangnya fasilitas pariwisata di timbulun 

painan timur 

5. Perlunya pembangunan Water Boom di Objek 

wisata timbulun Painan timur 

6. Belum ada pembanguna cek dam untuk sarana 

wisata sungai dan kepentingan ekonomi 

lainnya 

 

 objek wisata yang sangat 

menarik. 

 objek wisata yang sangat 

menarik. 

 objek wisata yang sangat 

menarik. 

 objek wisata yang sangat 

menarik. 

 Air terjun yang bisa 

dimanfaatkan. 

 Sungai yang potensial 

 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 

 

11. 

 

Bidang Kelautan dan Perikanan sbb: 

1. Masih ada lahan tidur yang cocok dijadikan 

tambak ikan air tawar di Painan Timur 

2. Ada sebahagian kecil masyarakat yang jadi 

nelayan di Painan Timur 

 

 Lahan tidur bekas aliran 

sungai 

 Nelayan dan laut yang 

luas 

 

 Painan Timur 

 

 Painan Timur 
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BAB IV 

VISI, MISI DAN PRORAM INDIKATIF (ENAM TAHUN) 

 

4.1  VISI DAN MISI 

Rumusan visi dan misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang 

kemudian dirumuskan tentang visi kedepan. Sehingga rumusan visi harus sejalan dengan 

ciri-ciri khas atau unik masyarakat ke depan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan ke 

dalam misi capaian program yang akan dilaksanakan diantara masayarakat Nagari. Hasil 

penggalian visi dan misi. 

 

V I S I 

Dalam penyelenggaraan pemerintah, Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan 

tidak terlepas dari rumusan Visi dan Misi Pembangunan Nagari sebagai penyatuan arah 

dalam menentukan Rencana Kerja Pembangunan (6) enam tahun kedepan yaitu periode 

2018-2024, maka visi pembangunan Nagari Painan Timur Painan adalah : 

“ Terwujudnya Nagari Painan Timur Painan sebagai Nagari Beradat yang 

Mandiri dan Bersatu dalam Mensejahterakan Masyarakat” 

A. Nagari beradat adalah Nagari yang bersih, elok, relegius, asri, damai, aman dan tertib. 

B. Nagari yang Mandiri adalah Nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan 

seluruh potensi yang ada baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber 

daya alam yang berlandaskan adat dan agama sebagai falsafah minang “ Adat Basandi 

Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” 

C. Nagari yang Bersatu adalah menggali seluruh potensi yang ada di Nagari untuk turut 

serta mewujudkan pembangunan Nagari. Meminimalkan potensi konflik yang terjadi 

dalam Nagari. Mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia dan sumber daya alam. 

“ Barek samo dipikue, ringan samo dijinjiang, nan elok baimbauan, nan buruak 

bahambauan, elok dek awak katuju dek urang, Nan bungkuak batangkai bajak, nan 

luruih batangkai sapu”. Merangkul seluruh elemen masyarakat mulai dari kaum tua 

sampai kaum muda, dari masyarakat perantauan sampai masyarakat yang bertempat 

tinggal di Nagari dengan menawarkan gagasan-gagasan dan fikiran-fikiran yang jernih 
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dan terbuka dengan didasari niat yang tulus dan cita-cita yang mulia membangun 

Nagari. 

D. Nagari yang Sejahtera mengandung arti masyarakat mempunyai kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok dasar yang dapat dilihat dengan beberapa ukuran sebagai 

berikut : 

1. Tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara 

wajar dan layak. 

2. Terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan 

potensi sumber daya alam Nagari secara berdaya guna dan berhasil guna untuk 

memakmurkan rakyat dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat 

istiadat serta lingkungan. 

3. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dalam bentuk 

pemberdayaan masyarakat sehingga aktifitas pertumbuhan ekonomi Nagari 

diharapkan dapat berkembang secara adil dan merata. 

4. Terciptanya Nagari Painan Timur Painan yang tertata rapi, bersih dan asri 

dengan mengedepankan pola pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

 

M I S I 

Berdasarkan Visi Nagari Painan Timur Painan di atas maka misi pembangunan 

Nagari Painan Timur Painan Tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan transparan. 

2. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekenomi kerakyatan serta penguatan 

lembaga ekonomi Nagari. 

3. Peningkatan  pembangunan infrastruktur  sarana dan prasarana fasilitas umum 

Nagari. 

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemahamam dan pengamalan 

norma-norma agama dan adat istiadat. 

5. Peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang 

bersih dan sehat. 

6. Peningkatan peran masyarakat untuk kemajuan pembangunan Nagari 
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4.3   ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NAGARI. 

 

 

4.3.1. ARAH KEBIJAKAN NAGARI 

Mengingat Nagari Painan Timur Painan tidak memiliki areal Pertanian dan 

perkebunan yang luas serta posisi Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan yang berada di 

Ibu Kota Kabupaten maka kebijakan pembangunan Nagari Painan Timur Painan diarahkan 

kepada sektor pendidikan dan pelatihan untuk mendukung potensi pariwisata yang mana 

Nagari Painan Timur Painan merupakan salah satu tujuan Wisata di Pesisir Selatan. 

Disamping hal diatas Nagari Painan Timur Painan juga tidak mempunyai Industri, 

serta kebutuhan Masyarakat Nagari Painan Timur Painan sangat bergantung dengan hasil 

industri yang berpusat di Ibu kota Propinsi maka kebijakan pembangunan Nagari Painan 

Timur Painan juga diarahkan ke Industri kecil dan menengah di bidang Perbengkelan, 

konstruksi dan Atvertising. Jadi arah kebijakan yang dilakukan antara lain : 

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan transparan. 

a. Melakukan seleksi penerimaan perangkat Nagari dengan tenaga muda yang mempunyai 

kemampuan dan dedikasi serta loyalitas yang tinggi dalam membangun Nagari. 

b. Merumuskan satuan operasi tata kerja Nagari mulai dari kantor Wali Nagari , Bamus 

Nagari sampai ke perangkat Nagari. 

c. Melakukan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui 

peningkatan koordinasi dengan masyarakat. 

d. Melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap aparatur pemerintahan Nagari. 

e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan 

Nagari. 

f. Terciptanya sistem prosedur operasional Pemerintahan Nagari yang efektif dan efesien 

dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

g. Membuat Peraturan Nagari untuk mengayomi masyarakat yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

h. Mengelola keuangan Nagari secara transparan, tertib, disiplin yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

i. Membuat dan menyusun data base Nagari secara lengkap. 
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j. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat 

k. Menampung aspirasi masyarakat dan mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi. 

 

Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekenomi kerakyatan serta penguatan 

lembaga ekonomi Nagari. 

a. Penguatan modal untuk pengembangan kelompok ekonomi poduktif.. 

b. Memanfaatkan berbagai potensi baik fisik maupun non fisik yang dimiliki masyarakat. 

c. Meningkatkan produktifitas dan pemasaran produk unggulan. 

d. Meningkatkan kemampuan kelompok ekonomi produktif. 

e. Mengintegrasikan pembangunan desa lewat ekonomi kerakyatan. 

f. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan pelaku usaha industri dan 

pariwisata. 

 

Peningkatan  pembangunan infrastruktur  sarana dan prasarana fasilitas umum 

Nagari. 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan. 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, 

industri dan sektor pariwisata. 

c. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan 

e. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang pemerintahan. 

 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemahamam dan pengamalan 

norma-norma agama dan adat istiadat. 

a. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan informal untuk menciptakan insan yang 

kreatif dan inovatif yang berkontribusi dalam pembangunan. 

b. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan agama dan adat istiadat. 

c. Peningkatan kegiatan pelatihan-pelatihan kelompok masyarakat. 

d. Pembinaan yang berkelanjutan terhadap peningkatan sumber daya manusia. 
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Peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang 

bersih dan sehat. 

a. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. 

b. Menggiatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 

c. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara propesional. 

d. Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan. 

e. Meningkatkan kesadaran lingkungan yang bersih. 

 

Peningkatan peran masyarakat untuk kemajuan pembangunan Nagari 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan 

pembangunan Nagari. 

b. Mengembangkan pola pembangunan Nagari yang melibatkan semua kekuatan yang ada 

dalam masyarakat. 

c. Menumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan lokal. 

d. Pemberdayaan perempuan. 

 

4.3.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN NAGARI 

 

Prioritas pembangunan nagari adalah hal – hal yang menjadi perhatian utama di 

nagari, dalam artian pembangunan nagari yang mendesak dan harus segera dilaksanakan. 

Untuk menetapkan prioritas pembangunan nagari akan mengacu kepada usulan – usulan 

masyarakat di nagari dibuktikan dengan fakta dilapangan melalui peninjauan langsung oleh 

Wali Nagari. 

Setelah dilakukan survey lapangan dan mempertimbangkan usulan dari masyarakat 

yang menjadi prioritas pembangunan nagari antara lain : 
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